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Problems were oxplained 
through juridical normative juridical 
empiric, and syar’i approaches; and 
discussed through qualitative methods. 
Based on UU Nomor 41 Tahun 2004 
about wakaf, wakaf management 
consists of organizer’s recruitment, 
competence and job realization. In the 
UU, organizer’s appointment is based on 
someone’s recruitmenr to be organizer 
through individual, organization and 
corporation; which are: Indonesia 
citizen, Moeslem, adult, trusted, healthy 
mind and body, not hampered to do law 
deed. Organizer’s competence must be 
considered to reach optimum 
management an the benefit. The tasks of 
organizers in UU are: to administer 
wakaf, t manage an develop wakaf based 
on function, to surprise and protect 
wakaf; and to report job implementation. 
Wakaf  management in Watampone has 
been effective based on wakaf allocation 
which is traditional and consumptive 
because with or without organizer, 
consumptive  wakaf like mosque still 
can operate; but it is not effective if it is 
related to wakaf regulation which hope 
that wakaf should be developed to be 
productive although the allocation is for 
mosque because modern and profesional 
mosque from wakaf can produce 
personal fee; so it needs trusted 
organizer, have competence and 
professional to manage it. 
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Pendahuluan   
Apabila seseorang meninggal 
dunia, semua pahala amalnya terhenti 
kecuali tiga perkara yaitu; sadaqah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak 
shaleh yang senantiasa mendoakan 
kedua orang tuanya. (al-Naisaburi, 
2007:405)  Shadaqah jariyah merupakan 
salah satu amal yang akan selalu 
mengalir dan dapat dirasakan 
manfaatnya di dunia, bahkan Allah swt 
senantiasa mengalirkan pahalanya tiada 
putus meskipun orang yang beramal 
telah meninggal dunia. Salah satu bentuk 
dari amal jariyah yang dianjurkan adalah 
wakaf Wakaf merupakan salah satu 
sarana untuk dipergunakan sebagai 
penyaluran penggunaan rizki yang 
diberikan kepada Allah swt. 
(Departemen Agama RI, 2007:1) 
Apabila Harta benda wakaf 
dikelola secara profesional dapat 
menghasilkan nilai ekonomis yang dapat 
menyejahterakan umat, hal ini sudah 
dibuktikan di negara-negara Islam 
seperti Malaysia yang melakukan 
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pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf tidak hanya sebatas untuk 
tempat peribadatan dan makam saja, 
tetapi melakukan pengelolaaan dan 
pengembangan harta benda wakaf 
kearah yang lebih produktif seperti 
wakaf saham. Pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf 
dilakukan oleh orang-orang profesional 
yang sering di sebut dengan nazir. 
Dalam Pengelolaan harta wakaf, 
peranan nazir sangatlah esensial. Sebab 
berfungsi atau tidaknya suatu 
perwakafan sangat tergantung kepada 
nazirnya, karena nazir wakaf adalah 
pihak yang dipercayakan oleh wakif 
untuk menerima harta benda wakaf dan 
juga untuk mengelola dan 
mengembangkan harta tersebut sesuai 
dengan peruntukannya (Asmuni Mth, 
2007: 64). 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Pasal 11, menyatakan bahwa: 
“Nazir (Republik Indonesia, 2009:372) 
mempunyai tugas melakukan 
pengadministrasian harta benda wakaf, 
mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi dan peruntukannya, mengawasi 
dan melindungi harta benda wakaf, 
melaporkan pelaksanaan tugas kepada 
Badan Wakaf Indonesia” Lihat, 
Republik Indonesia, 2009: 373)  
Nazir merupakan unsur penting 
dalam sistem perwakafan, karena nazir 
adalah ujung tombak perwakafan tanpa 
adanya nazir peruntukan dan tujuan 
wakaf tidak akan tercapai. Nazir 
diberikan suatu tanggungjawab langsung 
atas pengelolaan kemanfaatan harta 
wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi 
wakaf yang telah diamanatkan 
kepadanya. Oleh karena itu sebagai nazir 
harus memenunuhi kualifikasi landasan 
sifat moral yaitu memiliki sifat amanah, 
jujur, dan adil serta memiliki etos yang 
tinggi dan tentunya profesional (Lutfi, 
2011:85). 
Peranan penting dan esensial dari 
nazir wakaf tersebut tidaklah selamanya 
mulus dalam praktek. Karena pada 
kenyataanya masih banyak tanah wakaf 
yang belum dikelola apalagi 
dikembangkan dengan baik sehinga 
belum dapat memberikan manfaat bagi 
kemaslahatan umat. Seperti yang terjadi 
di Watampone yang saya pernah teliti 
sebelumnya yaitu,  masih ada harta-harta 
wakaf yang tidak berjalan sesuai dengan 
tujuan wakif mewakafkan hartanya, 
masih ada harta wakaf yang tidak 
dikelola yaitu berupa tanah kosong dan 
didiamkan selama bertahun-tahun, 
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bahkan ada juga harta wakaf yang 
sampai terjadi sengketa karena wakaf 
tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan 
Agama setempat selaku pembuat dan 
penerbit akta ikrar wakaf.  
Begitupun dengan nazir yang ada 
di kota Watampone ini hanya ditunjuk 
oleh wakif sebagai pengelola tanpa 
melihat kompetensi dan 
keprofesionalitasnya sebgai nazir. Jika 
dilihat dalam Undang-Undang 
perwakafan khususnya Undang-Undang 
Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 
aturan mengenai nazir ini sangat jelas, 
seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 
yang menjelaskan mengenai kategori 
nazir ada tiga yaitu, nazir perorangan, 
organisasi dan badan hukum. Pasal 10 
mengenai syarat-syarat yang dapat 
diangkat sebagai nazir, Pasal 11 
mengenai tugas-tugas nazir Republik 
Indonesia, 2009:372-373).  Dalam 
undang-undang harapannya nazir sangat 
berperan dalam efektifitas harta wakaf, 
ternyata yang terjadi dilapangan tidak 
berjalan sesuai apa yang diharapkan 
Undang-Undang. Dengan demikian 
fokus penelitian ini adalah meneliti 
masalah kenaziran yang meliputi  
rekruitment (pengangkatan), kompetensi 
dan kinerja nazir.   
Berdasarkan fokus penelitian yang 
dijelaskan, saya tertarik meneliti lebih 
lanjut lagi bagaimana sebenarnya 
kenaziran harta wakaf di Watampone 
menurut Undang-Undang nomor 41 
tahun 2004 tentang wakaf. 
Metode Penenltian  
Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Dalam hal ini untuk 
mendeskripsikan dan menejelaskan 
secara kualitatif pengangkatan, 
kompetensi serta kinerja nazir dalam 
pengelolaan harta wakaf menurut 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf. Penelitian ini 
dilaksanakan ditiga Kecamatan yang ada 
di Watampone dengan menggunakan 
pendekatan yuridis normatif, yuridis 
empiris dan pendekatan syar’i. Adapun 
metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 
Pembahasan 
Kenaziran Harta Wakaf Menurut 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf 
Menurut Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang wakaf nazir 
adalah pihak yang menerima harta benda 
wakaf dari wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan 
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peruntukannya. Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2009: 
369). Dalam undang-undang nomor 41 
tahun 2004 tentang wakaf disebutkan 
bahwa nazir ada tiga macam yaitu nazir 
perorangan, nazir organisasi, dan nazir 
badan hukum. Oleh karena itu dalam 
peraturan perundang-undang yang 
berlaku padaa saat ini, pengertian nazir 
sebagai pihak yang menerima harta 
benda wakaf diperluas sehingga nazir 
yang dapat menerima harta benda wakaf 
tidak hanya nazir perorangan tetapi juga 
nazir organisasi dan nazir bada hukum.   
Adapun persyaratan nazir seperti 
yang diatur dalam undang-undang 
nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan 
peraturan pemerintah nomor 42 tahun 
2006 sebagai berikut:  
Pertama, nazir perorangan harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Warga negara Indonesia 
b. Beragama Islam 
c. Dewasa 
d. Amanah 
e. Mampu secara jasmani dan rohani 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan 
hukum 
Dalam peraturan yang berlaku di 
Indonesia, misalnya dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan 
Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud 
dengan dewasa adalah seseorang yang 
mencapai umur dua puluh satu tahun 
atau pernahh menikah. Dalam fikih 
Islam, dewasa ditandai dengan adanya 
kecakapan bertindak. Mengenai 
kecakapan bertindak, ada dua istilah 
yang perlu dipahami, yaitu baligh dan 
rasyid. Baligh dititikberatkan pada umur, 
dalam hal ini umumnya ulama 
berpendapat umur lima belas tahun, 
sedangkan rasyid adalah cerdas atau 
matang dalam bertindak. Oleh karena 
itu, pengertian dewasa dalam syarat-
syarat nazir di atas hendaknya mencakup 
dewasa secara usia serta dewasa dalam 
melakukan tindakan.  
Secara etimologi, amanah berarti 
kejujuran, kepercayaan, dan merupakan 
lawan dari kata khianat. Sedangkan 
secara terminologi, amanah adalah 
memelihara titipan orang dan 
mengembalikan kepada pemiliknya 
dalam bentuk semula tanpa kurang satu 
apapun. (Khalil, 2008:37). Dalam Islam 
kata amanah menunjukkan pada kualitas 
ilmu, keterampilan, dan etis. Artinya 
yang amanah adalah seorang yang 
profesional yang mampu menjalankan 
tugasnya dengan efektif dan efisien serta 
mempunyai komitmen pada kode etik 
profesinya. (Departemen Agama RI, 
2004: 8) 
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 Oleh karena itu, orang yang 
amanah memiliki sifat jujur serta 
beritikad baik untuk memelihara dan 
menjaga apa yang dititipkannya. Selain 
itu, orang yang amanah tidak akan 
tergoda untuk menyalahgunakan 
kepercayaan yang telah diberikan 
kepadanya meskipun diiming-imingi 
dengan kedudukan, harta serta 
perangkap duniawi lainnya. (Muhammad 
Syafii Antonio, 2009: 269). Dengan 
demikian, nazir  sebagai pihak yang 
dititipkan harta wakaf oleh wakif, wajib 
untuk menjaga dan mengelola harta 
wakaf tersebut dengan sebaik-baiknya. 
Oleh karena itu, nazir tidak boleh 
mengambil sedikitpun harta wakaf atau 
hasil manfaat wakaf dengan cara yang 
tidak patut, seperti menggunakan harta 
wakaf untuk kepentingan pribadi dan 
dengan sengaja tidak menyalurkan hasil 
pengembangan wakaf kepada mauquf 
‘alaih demi keuntungan pribadi.  
Maksud dari mampu secara 
jasmani dan rohani adalah nazir 
memiliki jasmani dan rohani yang sehat 
untuk mengemban tugasnya sebagai. 
Misalnya, nazir  tidak memiliki penyakit 
yang membahayakan sehingga dapat 
mengganggu pelaksanaan tugasnya dan 
tidak mengalami gangguan kejiwaan.  
Kemudian, maksud dari tidak 
terhalang untuk melakukan perbuatan 
hukum adalah nazir mampu untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan 
hukum adalah setiap perbuatan atau 
tindakan subjek hukum yang mempunyai 
akibat hukum, dan akibat hukum itu 
dikehendaki oleh subjek hukum. (Mas, 
2004:39). Nazir sebagai subjek hukum, 
tentunya akan melakukan berbagai 
perbuatan hukum, misalnya nazir wakaf 
uang yang melakukan kontrak kerja 
sama dengan Lembaga Keuangan 
Syariah Penerima Wakaf Uang. Tanpa 
memiliki kecakapan untuk melakukan 
perbuatan hukum, nazir tentunya akan 
mengalami kesulitan dalam menjalankan 
tugas-tugasnya. 
Ketentuan tersebut di atas 
mencakup persyaratan nazir yang ideal 
dan formal, persyaratan ideal bagi 
pengurus nazir yang akan mengemban 
amanat untuk mengelola dan 
mengembangkan wakaf harus memenuhi 
kualifikasi sebagai seorang yang 
menguasai hukum dan menejem serta 
terpercaya. Sedangkan secara formal 
pengurus nazir tersebut harus terdaftar 
dan disahkan oleh pejabat yang 
berwenang yaitu pejabat yang ditunjuk 
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oleh menteri agama dan terdaftar dalam 
badan wakaf Indonesia. 
Kedua, persyaratan nazir 
organisasi harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Memenuhi persyaratan seperti yang 
ditentukan dalam nazir perorangan 
b. Organisasi bergerak dibidang sosial, 
pendidikan, kemasyarkatan dan 
keagamaan Islam 
c. Salah seorang pengurusnya harus 
berdomisili di kabupaten/kota letak 
benda waka berada.  
d. Memiliki:  
1) Salinan akta notaris tentang 
pendirian dan anggaran dasarnya 
2) Daftar susunan pengurus 
3) Anggaran rumah tangga 
4) Program kerja dalam 
pengembangan wakaf 
5) Daftar kekayaan yang bersal dari 
harta waka yang terpisah dari 
kekayaan lain atau merupakan 
kekayaan organisasi 
6) Surat pernyataan bersedia untuk 
diadit. 
Selanjutnya ketiga, persyaratan 
nazir badan hukum harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Memenuhi persyaratan seperti yang 
ditentukan dalam nazir perorangan 
b. Badan hukum indonesia yang 
dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
c. Badan hukum yang bergerak dibidang 
sosial, pendidikan, kemasyarakatan 
dan keagamaan Islam 
d. Terdaftar pada menteri agama dan 
badan wakaf indonesia 
e. Salah seorang pengurus harus 
bedomisili dikabupaten/kota letak 
benda wakaf berada 
f. Memiliki :  
1) Salinan akta notaris tentang 
pendirian dan anggaran dasarnya 
badan hukum yang telah disahkan 
oleh instansi berwenang 
2) Daftar susunan pengurus 
3) Anggaran rumah tangga 
4) Program kerja dalam 
pengembangan wakaf 
5) Daftar kekayaan yang bersal dari 
harta waka yang terpisah dari 
kekayaan lain atau merupakan 
kekayaan badan hukum 
6) Surat pernyataan bersedia untuk 
diadit. 
Ketentuan tersebut di atas 
mengisyaratkan bahwa sistem peraturan 
perundang-undangan di Negara kita 
tidak mengenal dan tidak pula 
memperkenalkan adanya nazir yang 
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berbentuk dan berifat perorangan secara 
peribadi yang banyak terjadi dimasa lalu.  
Selain dari persyaratan nazir, nazir 
tentunya memiliki kewajiban dan hak. 
Kewajiban merupakan tugas yang harus 
dipenuhi oleh nazir dalam kaitannya 
dengan pengelolaan harta benda wakaf. 
Sedangkan hak adalah sesuatu yang bisa 
diperoleh oleh nazir setelah dia 
melaksanakan tugasnya. Mengenai 
tugas-tugas nazir, dalam Undang-undang 
No. 41 Tahun 2004 pasal 11, disebutkan 
bahwa tugas-tugas nazir baik 
perorangan, organisasi atau badan 
hukum yaitu:  
a. Melakukan pengadministrasian harta 
benda wakaf;  
b. Mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukannya;  
c. Mengawasi dan melindungi harta 
benda wakaf, dan  
d. Melaporkan pelaksanaan tugas 
kepada BWI (Badan Wakaf 
Indonesia). 
Berdasarkan poin b) di atas dan 
disebutkan juga pada Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 41 tentang wakaf bahwa 
nazir wajib megelola dan 
menembangkan harta benda wakaf 
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 
peruntukanya, pengelolaan tersebut 
harus berdasarkan perinsip syariah 
dalam hal ini dikembangkan kearah yang 
lebih produktif. 
Kewajiban yang dimiliki oleh nazir 
sangat berat karena dia harus mengelola, 
menjaga, dan mempertahankan harta 
wakaf yang diamanahkan kepadanya. 
nazir yang dapat menjalankan kewajiban 
dengan baik sangat dibutuhkan agar 
harta wakaf tetap terjaga sehingga harta 
wakaf dapat menghasilkan manfaat yang 
produktif bagi kesejahteraan ummat. 
Dengan demikin tugas dan 
tanggung jawab nazir tidak hanya 
sekedar memelihara dan 
mempertahankan keberadaan harta 
wakaf saja, tetapi juga bertanggung 
jawab memproduktifkan harta wakaf. 
dengan ara seperti ini  manfaat wakaf 
tidak hanya untuk kepentingan sosial 
keagamaan semata, tetapi juga dapat 
diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi 
umat. 
Selajutnya dalam peraturan 
pemerintah nomor 42 tahun 2006 
dijelaskan bahwa masa bakti nazir 
adalah 5 tahun dan dapat diangkat 
kembali. Pengangkatan kembali nazir 
dilakukan oleh BWI, apabila yang 
bersangkutan telah melaksanakan 
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tugasnya dengan baik dalam periode 
sebelumya sesuai ketentuan prinsip 
syariah dan peraturan perundang-
undangan. 
Dengan demikian, berdasarkan 
pejelasan tersebut dapat diketahui bahwa 
nazir ditunjuk oleh wakif dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
dan didaftarkan kepada menteri agama 
dan Badan Wakaf Indoneisa (BWI) 
melalui Kantor Urusan Agama setempat, 
selanjutnya masa bakti nazir hanya 5 
tahun dan dapat dipilih kembali apabila 
menjalanka tugasnya dengan baik dan 
dapat diberentikan apabila 
memundurkan diri sebagai nazir dan 
tidak melakukan tugasnya dengan baik 
serta melaggar aturan-aturan yang telah 
di tetapkan dan melakukan hal-hak yang 
buruk yang berkaitan dengan dirinya dan 
tugasnya sebagai nazir.  
Efektifitas Kenaziran Wakaf di 
Watampone 
Efektifitas ini selalu terkait dengan 
hubungan antara hasil yang diharapkan 
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. 
Usaha dikatakan efektif apabila usaha itu 
mencapai tujuannya. Jadi efektifitas 
yang dimaksud dalam uraian ini adalah 
mengenai Pengangkatan nazir, 
kompetensi serta kinerja nazir dalam 
mengelola harta wakaf di Watampone 
menurut Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
Perwakafan di Indonesia termasuk 
di dalamnya Watampone cukup 
mendapat perhatian dari pemerintah, 
yaitu dengan dibentuknya Undang-
Undang yang mengatur khusus masalah 
perwakafan, yaitu Undang-Undang 
Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 
2006 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang 
wakaf. Dalam Undang-Undang ini diatur 
secara rinci mengenai masalah 
perwakafan tak terkecuali mengenai 
pengelola wakaf  atau yang biasa disebut 
nazir.  
Nazir dalam Undang-Undang 
diatur mengenai persyaratan bagaimana 
dan siapa yang menunjuk atau 
mengangkatnya dan bagaimana tugas-
tugas dan kewajibannya. Nazir wakaf di 
Watampone sebagaian besar berbentuk 
perorangan yang merupakan suatu 
bentuk yang di dalamnya terdapat 
struktur kepengurusan dan memiliki 
wakil dan anggota dan serata ada nazir 
hanya sendiri ditunjuk oleh wakif untuk 
memelihara dan mengelola wakaf yang 
diamanahkan kepadanya. Kewajiban 
utama bagi seorang nazir adalah 
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melakukan pengelolaan, pemeliharaan 
dan pengembangan harta benda yang 
diwakafkan kepadanya. Sebab, 
mengabaikan pengelolaan dan 
pemeliharaannya akan berakibat pada 
kerusakan dan kehancurannya, dan 
berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf 
itu sendiri.  
Adapun harta wakaf yang terdapat 
di Watampone hingga pada bulan 
Oktober tahun 2016 yang tersebar di tiga 
Kecamatan yaitu berjumlah 95 lokasi, 
dengan luas keseluruhan 52214,54 M
2. 
 
Adapun perinciannya dapat dilihat pada 
tabel berikut ini sebagai berikut:
Jumlah dan luas wakaf di Watampone 
NO KECAMATAN 
JUMLAH HARTA WAKAF 
LOKASI LUAS 
1 Tante Riattang Barat 40 19325,24M
2
 
2 Tanete Riattang Timur 29 18500,3 M
2
 
3 Tanete Riattang 25 14389M
2
 
Jumlah 94 52214,54 M
2
 
Tabel 1  
Sumber: Kementerian Agama Watampone dan KUA Kecamatan Tanete 
Riattang, Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang Barat 
 
Undang-Undang yang mengatur 
masalah perwakafan diberlakukan sejak 
tahun 2004, maka dari itu peneliti 
melakukan penelusuran mengenai 
efektifitas kepada nazir yang ada di 
watampone yaitu meneliti nazir- nazir 
yang diangkat sejak tahun 2004 sampai 
sekarang (2016). Setelah melakukan 
penelusuran lebih lanjut peneliti 
menemukan 14 lokasi harta wakaf yang 
diikrarkan sejak tahun 2004 sampai 
sekarang (2016), berikut rinciannya 
dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Jumlah wakaf dan Nazir di Watampone yang Terdaftar tahun 2004 sampai 2016  
No Wakif Peruntukan Nazir 
1 H. Bandu Lolo Bangunan Masjid (2004) H.Sarming Karaseng 
2 H.Nambeng 
Kantor Polewali dan Mushollah  
(2005) 
1. Nur Salam 
2. Dahlang Fabullangi 
3. H.Johareng 
4. H.Abdul Samad 
5. Ambo 
3 Anting Sekolah (2006) 
1. H.ST. Narwah 







Yayasan (2006) Ridwan Kadir 
5 H.Bandu Lolo Bangunan Rumah Imam (2007) H.Hamzah Djunaid 
6 Cake  Masjid (2012) 
1. Muh.Ruslan DG 
2. Bahtiar HB 
3. H.Muh.Yusuf 
7 Lahude Masjid (2012) 
1. Muh.Ruslan DG 
2. Bahtiar HB 
3. H.Muh.Yusuf 
8 Hj.Nurfiah Yunus Masjid (2013) 
1. Fadli Fattah 
2. H.Amirullah 
9 A,Tajuddin Masjid (2013) 
1. Ambotang 
2. Andi Marsuki 
10 Markisi Abdullah Masjid (2013) Ambotang 
11 H.Madeaming Masjid (2014) 
1. H.Madeaming 
2. Marhani 







1. H.Muhyin Ali 
2. Muh. Basri 
3. H.Muh Thayyib 
4. Ahmad 
5. Hj.Andi Hajriati 





Sumber: Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazir 
Data di atas menujukkan bahwa 
nazir yang diangkat sejak tahun 2004 
sampai saat ini cukup banyak yaitu 
mencapai 35 orang, dari jumlah nazir 
tersebut ada beberapa nazir yang sudah 
meningal dan belum digantikan dengan 
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orang lain, seperti Nur salam, Ambo, 
Bahtiar HB, dan ambotang. Peneliti 
mengambil data-data nazir tersebut dari 
Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan surat 
pengesahan nazir yang peneliti ambil 
dari ketiga Kantor Urusan Agama di 
Watampone. 
Dengan adanya nazir-nazir yang 
ditunjuk oleh wakif dan diangakat oleh 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang 
diusulkan melalui Penjabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka harta 
wakaf yang diamanahkan kepada nazir 
setidaknya sudah aman secara 
administratif dibanding dengan wakaf 
yang belum didaftar di kantor urusan 
agama karena suda memiliki kekuatan 
hukum dengan adanya akta ikrar wakaf 
dan sertifikat wakaf. Namun tugas dan 
tangung jawab nazir tidak cukup sampai 
disitu karena wakif memiliki tujuan 
dalam mewakfkan harta yang telah di 
amanahkan kepada nazir yaitu untuk 
dikelola, dipelihara bahkan 
dikembangkan agar agar harta wakaf 
tersebut berfungsi dengan baik sesuai 
dengan tujuan wakif mewakafkan 
hartanya, bahkan kalau bisa dapat 
menyejahterakan masyarakat umum.  
1. Rekruitmen/pengangkatan Nazir 
Menganai rekrutmen atau 
pengankatan nazir dalam hal ini 
persyaratan jika ingin menjadi nazir 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 
tahun 2004 tentang wakaf, yaitu bahwa 
harus warga negara Indonesia, beragama 
Islam, dewasa, amanah, mampu jasmani 
dan rohani dan tidak terhalang 
melakukan perbutan hukum. 
Sepertinya syarat tersebut tidak 
diberlakukan di Watampone karena 
berdasarkan penelitian yang peneliti 
temukan, nazir yang ada di Watampone 
ini hanya diangkat karena berdasarkan 
ada hubungan keluarga, ketokohan 
bahkan ada pula bebrapa nazir di 
Watampone tidak mengetahui bahwa 
dirinya adalah nazir atau pengelola 
wakaf. adapun rincianya akan peneliti 
uraikan dalam tabel berikut:
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Alasan Pengangkatan Atau Penunjukan Nazir  
Tabel 3 
Sumber: Wawancara dengan nazir  yang diangkat ditahun 2004-2016 
Data tersebut adalah hasil 
wawancara peneliti dengan beberapa 
informan dalam hal ini beberapa nazir di 
Watampone, berdasarkan data tersebut 
dapat dilihat bahwa pengangkatan nazir 
di watampone ini masih kurang tegas 
dan belum sesuai dengan apa yang di 
harapkan dalam undang-undang No 41 
tahun 2004 tentang wakaf. Selain itu ada 
beberapa nazir yang sudah tidak 
diketahui keberadaanya bahkan sudah 
meninggal dan poisinya tidak digantikan 
dengan yang lain atau mengganti akta 
ikrar dan surat pengesahan nazir yang 
ada. 
2. Kompetensi Nazir  
Dalam era wakaf produktif, 
kompetensi nazir tidak terbatas pada 
kompetensi dalam bidang diniyah 
(agama) semata, namun juga melibatkan 
kompetensi-kompetensi lain yang 
berkaitan dengan pemberdayaan 
masyarakat, khususnya dalam bidang 
ekonomi, budaya dan sosial.  
Kompetensi merupakan dasar bagi 
kerja professional. Artinya, 
profesionalisme tidak akan terwujud 
tanpa ada kompetensi yang mendukung. 
Seorang nazir tidak mampu bekerja 
secara professional jika tidak memiliki 
kompetensi yang diperlukan untuk 
menjalankan tugas-tugasnya dengan 
baik. Berdasarkan hal itu, kompetensi 
dapat diartikan sebagai karakter 
mendasar dari seseorang yang 
menyebabkannya sanggup menunjukkan 
kinerja efektif atau superior di dalam 
suatu pekerjaan. Selain itu Pardjono & 
Wardan Suyanto berpendapat dalam 
jurnal Nurodin Usman tentang 
pengertian kompetensi yaitu seperangkat 
tindakan cerdas, penuh tanggungjawab 
yang dimiliki seseorang sebagai syarat 
untuk dianggap mampu oleh masyarakat 
dalam melaksanakan tugas-tugas di 
bidang pekerjaan tertentu. Lebih lanjut 
dikemukakan bahwa pengertian 
kompetensi tersebut terdiri dari tiga hal, 
No Pengangkatan   Nazir   Berdasarkan Jawaban   Nazir Persentase 
1 Hubungan Keluarga 4 Orang 11,4% 
2 Ketokohanya/yang dituakan ditempatnya 10 Orang 28,6% 
3 
Tidak mengetahui kenapa bisa diangkat 
jadi   nazir 
9 Orang 25,7% 
4 Tidak diketahui/sudah meninggal 12 Orang 34,3% 
Jumlah 35 orang  100% 
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yaitu adanya kemauan tindakan (skills), 
kecerdasan (knowledge), dan tanggung 
jawab (attitudes). 
Kompetensi nazir harus 
dipertimbangkan dalam menjunjuk 
seoarang jika ingin diangkat menjadi 
nazir agar harta wakaf terkelola secara 
optimal dan bisa dikembangkan sampai 
kearah yang lebih produktif, namun hal 
tersebut tidak terjadi di Watampone, 
karena sesuai dengan bebrapa pendapat 
nazir, wakif serta Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf yang peneliti wawancarai 
dan telah di jelaskan disebelumnya yaitu, 
sebagian besar nazir dipilih karena 
adanya hubungan kekeluargaan dengan 
wakif serta mempunyai nama atau 
sebagai tokoh agama ditempat tersebut 
bukan dipilih sesuai dengan apa yang 
disyaratkan dalam undang-undang serta 
dipilih bukan karena komptensi yang 
dimiliknya. hal ini disebabkan karena 
pejababat yang berwenang dalam hal ini 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
kurang perhatian dan kurang tegas dalam 
mengangkat seorang nazir dan akibatnya 
wakaf yang dikelola saat ini hanya 
digunakan utuk tempat ibadah dan 
pendidikan serta tidak begitu 
dikembangkan pemanfaatannya kearah 
yang lebih produktif. Hal ini juga terjadi 
karena tujuan wakif mengangkat nazir  
bukan untuk pengelolaan harta tersebut 
tetapi hanya untuk kelengkapan berkas, 
seperti peryataan salah satu wakif  Amir 
Bandu bahwa berikut ini: “Sebenarnya 
nazir yang ditunjuk itu bukan untuk 
diberikan harta yang saya wakafkan 
untuk di kelola sepenuhnya oleh nazir, 
tetapi ini hanya sebagai simbol untuk 
kelengkapan berkas yang di minta oleh 
pegawai KUA. (Amir Bandu, 2016) 
Pernyataan dari Amir Bandu 
senada dengan apa yang dinyatakan oleh 
Anting (wakif) yang mengatakan bahwa, 
tidak pernah mengetahui siapa yang 
ditunjuk sebagai nazir, anting  hanya 
mewakafan tanah yang dimlikinya untuk 
dibangun sekolah, menganai siapa yang 
daftar/mebuatkan akta ikrar wakaf dan 
siapa nazir yang mengelolanya  anting 
tidak mengetahui banyak. Anting hanya 
mengetahui bahwa tanah miliknya sudah 
diwakafkan dan didaftarkan di kantor 
KUA, dan itu suda cukup baginya 
supaya dikemudian hari ahli warisnya 
tidak lagi yang menuntut tanah tersebut 
untuk dijadikan harta warisan. (Anting, 
2016) 
Peneliti melihat bahwa kompetensi 
nazir tidak begitu dipertimbangkan oleh 
wakif, karena selain wakif di 
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Watampone ini masih memiliki 
pemikiran yang tradisional-komsumtif 
(wakaf hanya untuk kepentingan ibadah 
dan pendidikan), wakif juga mengangkat 
nazir bukan dengan tujuan agar wakaf 
dikelola penuh oleh nazir melainkan 
hanya untuk kelengkapan berkas dalam 
hal ini persyaratan agar AIW dan 
sertifikat wakaf dapat diterbitkan, tujuan 
utama wakaf mendaftarkan harta 
wakafnya di Kantor Urusan Agama agar 
wakaf tersebut memiliki akta otentik 
sehinga kedepannya atau di kemudian 
hari tidak ada alhi waris yang 
memperebutkan harta yang telah di 
wakafkan tersebut.  
3. Kinerja Nazir   
Kinerja nazir dalam hal ini 
melakanakan tugas dan kewajibannya 
seperti yang diatur dalam Udang-
Undang nomor 41 tahun 2004 tentang 
wakaf, Dalam Undang-Undang No. 41 
Tahun 2004 Pasal 11 dijelaskan bahwa 
tugas pokok nazir, yaitu; melakukan 
pengadministrasian harta benda wakaf, 
mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukannya, mengawasi 
dan melindungi harta benda wakaf, 
melaporkan pelaksanaan tugas kepada 
Badan Wakaf Indonesia. disebutkan juga 
pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 
41 tentang wakaf bahwa nazir  wajib 
megelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukanya, Pengelolaan 
tersebut harus berdasarkan prinsip 
syariah dalam hal ini dikembangkan 
kearah yang lebih produktif.  
Sepertinya tugas-tugas yang 
dijelaskan di atas tidak sepenuhnya 
diketahui dan dilaksanakan oleh nazir 
yang ada di Watampone hal ini 
berdasarkan wawancara peneliti dengan 
nazir-nazir yang ada di watampone 
adapun uraiannya akan dijelaskan dalam 
tabel berikut:
Jawaban nazir yang mengetahui atau tidak mengetahui tugas-tugasnya 
sebagai nazir 
No Altenatif Jawaban  Frekuensi   persentase 
1 
Mengetahui tugas dan tanggung jawab 
sebagai nazir  
1 2,86% 
2 
kurang mengetahui tugas dan 
tanggung jawab sebagai nazir 
3 8,57% 
3 
Tidak mengetahui tugas dan tanggung 
jawab sebagai nazir 
31 88,57% 
 Jumlah  35 100% 
Tabel 4 
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Melihat pemaparan tersebut tidak 
dapat dipungkiri bahwa nazir yang ada 
di Watampone ini sebagian besar tidak 
menjalankan tugasnya sebagai nazir, 
karena berdasarkan tebel tersebut hampir 
seluruh nazir yang ditunjuk oleh wakif 
dan mempuyai surat pengesahan nazir 
tidak mengetahui tugas dan kewajiban 
sebagai  nazir sehingga pengelolaan 
wakaf yang ada di Watampone ini 
banyak dikelola oleh bukan nazir yang 
sesungguhnya (nazir yang terdapat 
dalam pengesahan nazir).    
Sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf pada Bab V pasal 42 
disebutkan bahwa nazir wajib mengelola 
dan mengembangkan harta benda wakaf 
sesuai dengan tujuan, fungsi 
danperuntukannya. Dan pada Pasal 
selanjutnya disebutkan bahwa dalam hal 
pengelolaan dan pengembangan wakaf 
tersebut dilakukan secara produktif. 
Adapun beberapa pemanfaatan tanah 
wakaf yang ada di Watampone yang 
peneliti jadikan sebagai objek penelitian  
dijelaskan sebagai berikut:  
 
 












2 Pendidikan 1 7,143% 
3 Kantor  1 7,143% 
4 Rumah  1 7,143% 
5 Yayasan  1 7,143% 
Jumlah  14 100% 
Tabel 5 
Sumber: Akta Ikrar Wakaf  
Berdasarkan tabel berikut dapat 
dilihat bahwa pemanfaatan wakaf yang 
ada di Watampone sebagian besar 
diperuntukkan untuk tempat Ibadah atau 
masjid yaitu sektar 71,43% sedangkan 
peruntukan lainnya seperti pendidikan, 
kantor, rumah dan yayasan masing-
masing hanya 7,143%. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 
wakaf di Watampone masih bersifat 
teradisional atau komsuntif, belum ada 
yang mengembangkan wakaf kearah 
yang lebih produktif. Hal ini terjadi 
karena nazir yang kurang profesional 
dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya serta masih memiliki 
pemahaman yang minim menganai 
pewakafan. 
Peran nazir dalam pengelolaan 
harta wakaf di Wantampone adalah tidak 
sebagai pengelola wakaf, akan tetapi 
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nazir hanya berperan sebagai pelengkap 
atau formalitas karena Akta Ikrar Wakaf 
tidak dapat terbitkan apabila tidak ada 
nazir yang disebutkan dalam Akta Ikrar 
Wakaf. sehingga dengan ada atau 
tidaknya nazir tidak mempengaruhi 
pengelolaan dan pemanfaatan harta 
wakaf, inilah yang menjadikan harta 
wakaf yang ada di watampone sulit 
untuk berkembang kearah yang lebih 
produktif. Uraian ini diperkuat oleh 
ungkapan Andi Marsuki salah satu nazir 
anggota  yang kebetulan nazir ketuanya 
sudah meninggal lebih dahulu, berikut 
pernyataan dari andi marsuki: Akta Ikar 
Wakaf ini adalah bukti bahwa tanah 
yang telah didirikan diatasnya masjid 
adalah tanah wakaf, maskipun nazir 
ketua yang ditunujuk oleh pemilik tanah 
sudah meninggal, akan tetapi tidak boleh 
ada yang mengganti Akta Ikrar Wakaf 
ini begitupun dengan anbontang (nazir 
ketua) tidak boleh digantikna sebagai 
nazir oleh orang karena namanya sudah 
didaftarkan dalam Akta Ikrar Wakaf ini, 
Akta Ikrar Wakaf ini akan menjadi bukti 
autentik dikemudian hari apabila terjdi 
sengketa oleh ahli waris dari wakif. 
(Andi Marsuki, 2016)  
Senada dengan penyataan Andi 
Marsuki, Fadli Fattah mengungkapkan 
bahwa meskipun sekarang dirinya tidak 
lagi menjadi pengurus masjid karena 
pengunduran dirinya, Akta Ikrar Wakaf 
yang dimilikinya bisa dijadikan bukti 
ketika terjadi hal-hal tidak diinginkan 
dikemudian hari, bahkan mengatakan 
kalau Akta Ikrar Wakaf yang dimiliki 
tersebut tidak boleh digantikan karena 
itu berlaku seterusnya. (Fadli Fattah, 
2016). Sarming Karaseng menambahkan 
Akta Ikrar Wakaf yang telah di terbitkan 
oleh kantor urusan agama berlaku 
seumur hidup dan tidak dapat diganggu 
gugat oleh pihak lain, begitupun dengan 
nazir yang telah ditunjuk tidak boleh 
diganti meskipun sudah meniggal dunia 
dan tidak mengelola langsung wakaf 
tersebut karna nanatinya sebagai bukti 
kalau tanah yang telah diwakafkan 
tersebut adalah tanah wakaf. (Sarming 
Karaseng, 2016)   
Berdasarkan pernyataan tersebut di 
atas dapat diketahui bahwa 
pengangkatan nazir di Watampone 
hanya formalitas atau persyaratan 
administrasi agar mempunyai Akta Ikrar 
Wakaf  sehingga dapat dijadikan bukti 
apabila terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan, dengan tidak menggantikan 
nazir yang telah meninggal dan sudah 
mengundurkan diri, dapat disimpulkan 
pula bahwa ada atau tidaknya nazir 
(yang terdaftar) harta wakaf tetap 
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terkelola dan dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat, karena berdasarkan 
penjelasan sebelum-sebelumnya 
sebagaian besar wakaf di Watampone 
dikelola oleh  bukan nazir (tidak 
terdaftar dalam surat pengesahan nazir), 
namum yang dikelola oleh pengurus lain 
yang tidak terdaftar sebagai nazir dalam 
pengesahan nazir.  
Pada dasarnya kinerja nazir 
berkaitan dengan pengelolaan, 
pemanfaatan, dan pengembangan harta 
wakaf, diperlukan manajemen wakaf. 
Manajemen wakaf merupakan proses 
membuat perencanaan, pengoranisasian, 
kepemimpinan, dan pengawasan bebagai 
usaha dari nazir, kemudian 
menggunakan semua sumber daya 
organisasi untuk mencapai sasaran. 
(Rozalinda, 2015:54). Manajemen wakaf 
diperlukan sebagai upaya agar kegiatan 
pengelolaan wakaf dapat berjalan 
dengan efektif dan efisien. Adapun 
pengembangan harta wakaf yang 
dijelaskan dalam undang-undang yaitu 
nazir wajib mengembangkan harta wakaf 
kearah yang lebih produktif yang tidak 
bertengan dengan prinsip syariah. 
Berkaitan uraian tersebut diatas, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar wakaf yang dikelola 
merupkan jenis wakaf konsumstif seperti 
tempat ibadah, pendidikan, kantor dan 
rumah, sehingga peranan dan kinerja 
nazir tidak berjalan efektif atau dapat 
dikatakan tidak profesional, sebab harta 
wakaf tersebut tidak diproduktifkan. 
Bahkan sebagian besar wakaf yang ada 
di Watampone dikelola oleh bukan 
karena kenaziranya tetapi kerena 
memang sudah menjadi pengurus harian.  
Kesimpulan  
Kenaziran meliputi rekrutmen/ 
pengangkatan nazir, kompetensi nazir, 
dan kinerja nazir. Rekrutmen/ 
pengangkatan nazir dalam undang-
undang dikaitkan dengan persyaratan 
seseorang yang boleh menjadi nazir baik 
perorangan, organisasi maupun badan 
hukum yaitu harus warga Negara 
Indonesia, beragama Islam, dewasa, 
amanah, mampu jasmani dan rohani, 
tidak terhalang melakukan perbuatan 
hukum. Dalam persyaratan nazir 
dipertimbangkan juga Kompetensi nazir, 
hal ini berkaitan dengan Pasal 42 yaitu 
nazir wajib mengelola dan 
mengembangkan harta wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi dan 
peruntukannya, pengelolaan dan 
pengembangan yang dimaksud adalah 
dilakukan secara pruduktif. Pengelolaan 
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secara produktif dapat terwujud apabila 
nazir yang diangkat adalah nazir yang 
profesional dan memiliki kompetensi.  
Selanjutnya kinerja nazir  dapat 
dilihat dari pelaksanaan tugas sebagai 
nazir yang terdapat pada Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 
yaitu  1) melakukan pengadministrasian 
harta wakaf, 2) mengelola  dan 
mengembangkan harta wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi dan 
peruntukannya, 3) mengawasi dan 
melindungi harta benda wakaf, 
melapokan pelaksanaan tugas kepada 
Badan Wakaf Indonesia.    
Kenaziran harta wakaf di Watampone 
dikatakan sudah efektif apabila dilihat 
segi peruntukan wakaf yang masih 
bersifat konsumtif seperti masjid yang 
hanya di tempati untuk beribadah karena 
dengan ada atau tidaknya nazir yang 
diangkat untuk mengelolanya, masjid 
tersebut dapat terkelola dan dapat 
ditempati untuk beribadah, karena dalam 
wakaf masjid yang masih bersifat 
tradisional atau konsumtif peran nazir 
hanya sebatas menjaga dan memelihara 
agar harata wakaf tetap berfungsi sesuai 
dengan kehendak wakif, sehingga 
rekrutmen nazir tidak begitu 
diperhatikan. Namun Undang  Nomor 41 
tahun 2004 tentang wakaf yang 
mengaharapkan agar wakaf dikelola dan 
dikembangkan supaya berproduktif 
dikatakan kurang efektif, meskipun 
peruntukan wakaf tersebut adalah untuk 
tempat ibadah atau masjid, karena 
masjid apabila dikelola secara modern 
dan profesional maka akan 
menghasilkan dana yang dapat menjadi 
penghasilan masjid tersebut, sehingga 
untuk dana pribadi masjid tidak 
mengharapkan lagi dana dari sumbangan 
masyarakat dan sebaliknya bahkan dapat 
membantu meringankan beban 
masyarakat miskin apabila dana yang di 
kelola sudah cukup banyak. Hal ini dapat 
terjadi apabila masjid tersebut dikelola 
oleh nazir yang amanah, berkompeten 
dan profesional. Sehingga dibutuhkan 
rekrutmen pengangkatan nazir yang 
benar-benar  amanah serta memiliki 
kompetensi untuk pengambangan wakaf 
tersebut, karena dalam undang-undang 
sendiri sudah disebutkan mengenai 
persyarata-persyarata yang akan dingkat 
menjadi nazir dan hal ini yang tidak di 
berlakukan di Watampone. 
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